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PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44/PERMEN-KP/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana

korupsi melalui Gratifikasi di lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan, telah diundangkan Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-

KP/2014 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi

di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

27/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Teknis

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan perlu dilakukan penyesuaian

dengan kondisi saat ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Teknis

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63

Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

5);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan

dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 1);

7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun

2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status

Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 2101), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
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Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan

Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan

dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

45/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Tata

Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 1889);

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi

pemberian uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman

tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,

perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas

lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar

negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana

elektronik atau tanpa sarana elektronik.

2. Hadiah/cinderamata adalah objek dari Gratifikasi dalam

arti luas, yakni meliputi namun tidak terbatas pada uang,

barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket

perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,

pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
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3. Hiburan adalah objek dari Gratifikasi berupa segala sesuatu

yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang

dapat menjadi penghibur dan menyenangkan bagi

seseorang, yang meliputi namun tidak terbatas pada

undangan makan, musik, film, opera, drama, pesta, atau

permainan, olahraga, dan wisata.

4. Benda Gratifikasi adalah hadiah/cinderamata dan hiburan.

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Kelautan dan

Perikanan, yang selanjutnya disebut Pegawai adalah

Pegawai Negeri Sipil, Pegawai pemerintah dengan perjanjian

kerja, dan penyelenggara negara yang diangkat oleh pejabat

yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan

pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya di

lingkungan Kementerian, termasuk pejabat atau pegawai

yang ditugaskan (diperbantukan atau dipekerjakan) pada

organisasi atau institusi lainnya dan digaji berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pelapor adalah Pegawai yang telah menyampaikan laporan

Gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi

Kementerian atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

7. Keluarga inti adalah orang, baik suami atau istri, dan anak-

anak maupun orang yang memiliki hubungan kekerabatan

dengan Pegawai Kementerian.

8. Atasan Langsung adalah pimpinan langsung dari Pegawai

Kementerian.

9. Tunas Integritas/Agen Perubahan adalah Pegawai

Kementerian dan Penyelenggara Negara di lingkungan

Kementerian yang telah mengikuti pendidikan dan

pelatihan/Training of Trainer (ToT) pembangunan integritas.

10. Mitra Kerja adalah unit kerja di lingkungan Kementerian

yang bersinergi dalam melaksanakan tugas dan/atau unit

kerja yang menangani bidang kelautan dan perikanan di

daerah.

11. Pihak Ketiga adalah perseorangan, perusahaan, maupun

instansi lain yang menjalin kerja sama dengan Kementerian.

12. Suap adalah penerimaan sesuatu atau janji dengan

mengetahui atau dapat menduga bahwa pemberian sesuatu
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atau janji tersebut dimaksudkan supaya berbuat sesuatu

atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang

berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang

menyangkut kepentingan umum.

13. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana seorang

Pegawai memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi

atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya,

sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang

seharusnya.

14. Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian yang untuk

selanjutnya disebut UPG Kementerian adalah unit yang

bertugas dan mempunyai tanggung jawab dalam

implementasi pengendalian Gratifikasi di lingkungan

Kementerian.

15. Sistem Pengendalian Gratifikasi Online adalah sistem yang

dibangun secara terintegrasi dengan sistem online yang ada

di lingkungan Kementerian, yang merupakan sarana bagi

Pelapor Gratifikasi untuk menyampaikan laporan terkait

dengan Gratifikasi.

16. Register Gratifikasi adalah register data yang dikelola oleh

UPG Kementerian berupa laporan Gratifikasi yang masuk,

hasil reviu, dan putusan pemanfaatan benda Gratifikasi.

17. Buku Register Penerimaan Benda Gratifikasi adalah buku

untuk mencatat penerimaan benda Gratifikasi yang menjadi

milik unit kerja/instansi atau Pelapor beserta dokumen-

dokumen pendukungnya.

18. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat

KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

19. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

20. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

21. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta asing

dengan mata uang rupiah yang didapatkan dari rata-rata

kurs jual dan kurs beli.
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